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Longan wsannatutya o tvoor 2« canun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
maka otonomi daerah mulai diberlakukan di seluruh Indonesia. Adanya azas
desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah sehingga membuat daerah memiliki kesempatan untuk mengelola daerahnya
sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat.UU tersebut kemudian diganti
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 lalu digantikan lagi dengan yang terbaru adalah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Dalam UU Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa daerah otonom diberi hak dan
wewenang terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri
sehingga bisa diartikan hanpir sepenuhnya pemerintah daerah dapat membuat
pengaturan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Contohnya adalah kebijakan
publik, sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengatur masyarakatnya secara terikat
dan jangkauan luas. Karena aspek yang ditangani pemerintah daerah banyak, tidak
sedikitjuga dalam beberapa kebijakan memerlkuakn stakeholder lain sehingga disini ada
Collaborative Government. Collaborative governance merupakan sebuah paradigma
barudalam memahami eksistensi multi stakeholdersdalam urusan-urusan publik. Ada
karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi
kolaborasi(Yulyana, 2019). Dengan adanya e-government maka Pemerintah Daerah
dituntut untuk dapat selalu berinovatif dalam pelaksanaan birokrasi untuk mewujudkan
smart city.Untuk itu dalam penelitian ini kami ingin menganlisis terkait beberapa inovasi
dari Pemerintah Kota Kendari dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik dari segi
pengembangan fungsi gawai. Collaborative governance merupakan sebuah paradigma
baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik. Ada
karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi
kolaborasi (Irawan, 2019).Untuk itu dalam penelitian ini kami ingin menganlisis terkait
beberapa inovasi dari Pemerintah Kota Kendari dalam menunjang pelaksanaan
pelayanan publik dari segi pengembangan fungsi gawai.

Menurut Ni Luh Yulyana Dewi dalam penelitiannya dengan judul “Dinamika
Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik” tahun 2019 berpendapat
bahwa Collaborative Governance adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai
pihak melewati batas- batas organisasinya, Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh
Retno Sunu Astut, dkk. Pada tahun 2020 yang berjudul “Collaborative Governance
Dalam Perspektif Administrsi Publik”ang dikutip oleh pendapat Ansel dan Gash pada
tahun 2008, Collaborative Governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang
melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara,
berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan
kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta
program-program publik (Ansell dan Gash, 2008).

Collaborative governance datang karena pemerintah memerlukan campur tangan
yang akan menjadi stakeholder, seperti yang dikemukakan oleh Denny Irawan dalam
penelitiannya yang berjudul “Collaborative Governance” pada tahun 2019 yang
mengatakani “...mengenai collaborative governance, dapat diterangkan bahwa pada
dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan
yang terjalin antara pihak atau antara stakeholders”

Tugas pemerintah sebagai birokrasi adalah memebrikan pelayanan secara
maksimal kepada masyarakat dengan pelayanan bersifat publik. Pada artikel penelitian
oleh Ahmad Soleh, dkk pada jurnalnya tahun 2017 mengemukakan “...menyelenggaraan
pemerintahan menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari
(day to day administrator) secara luas, pemberian pelayanan kpada masyarakat luas
(public services) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupuan fasilitas yang
dibutuhkan oleh masyarakat. lalu pada jurnal Meri Anita Puspita Sari tahun 2018
denagn judul “Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik”
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mengatakan bahwa ”... Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi
memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari
pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan
lainnya.”

Kemudian pada jurnal oleh Reza Mochamad Yanuar pada tahun 2019 dengan
judul “Inovasi Pelayanan Publik” mengutip dari penelitian Sinambela menyebutkan
“...Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain
secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai
aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang
lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah” (Sinambela, dalam Prawira, 2013).

Proses dari perumusan kebijakan lahir dari keadaan masyarakat yang dapat
memberikan pengertian dalam tahap-tahap dari kebijakan publik. Menurut Burhanudin
Mukhamad Faturahman pada tahun 2018 dengan judul jurnal “Konseptualisai Mitigasi
Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik” yang mengutip dari pendapat Fischer, dkk
tentang proses-proses kebijakan publik adalah Tahap penetapan agenda, dimulai
dengan pengenalan masalah yang mensyaratkan bahwa masalah sosial telah
didefinisikan dan perlunya intervensi pemerintah telah ditentukan. Langkah kedua,
masalah yang diidentifikasikan benar-benar dimasukkan dalam agenda untuk
pertimbangan serius aksi publik (penyusunan agenda). Agenda sendiri merupakan
sekumpulan daftar subjek atau masalah dimana pemerintah dan non pemerintahan yang
terkait dengan pemerintah memberi perhatian serius pada waktu tertentu. Penetapan
agenda secara formal dan informal merupakan keutamaan tentang penetapan agenda,
sarana dan mekanisme pengenalan masalah dan pemilihan isu terkait erat dengan cara
masalah sosial dikenali dan ditangkap dalam agenda publik.

Metode

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian secara kualitatif.
Lebih detailnya kami mengambil data-data dan informasi dari media sosial yakni dari
aplikasi LAIKA, JARI, dan COVID Heroes Pengumpulan data diperoleh dari media
sosial dan website yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kendari.Serta analisis yang kami
menggunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Kota Kendari dinobatkan sebagai kota inovasi dengan lahirnya berbagai inovasi-
inovasi terkait pelayanan public yang patut kita jadikan panutan dan motivasi bagi
daerah lainnya. Diskursus mengenai inovasi pelayanan publik saat ini merupakan hal
penting dalam penyedian layanan publik di Indonesia dimana kondisi perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang semakin
ketat dan terbuka(Yanuar, 2019). Dari banyaknya inovasi itu kita akan ambil beberapa
antara lain:

LAIKA ( Layanan Integritas Kendari)

LAIKA merupakan aplikasi yang yang berguna untuk mengurus surat-surat
administrasi kependudukan di setiap kelurahan di seluruh kota Kendari. Adanya
aplikasi ini diharapkan agar dapat memudahkan masyarakat Kota Kendari mulai dari
informasi persyaratan pelayanan, proses pengajuan pelayanan dan penerbitan surat-
surat jadi masyarakat tidak harus datang ke kelurahan.Kolaborasi antara institusi
pemerintah (internal) dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan, pemerintah
memiliki departemen-departemen yang fokus terhadap satu sektor, tetapi ada pula
instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik secara bersama-sama (lintas
sektor) dikarenakan diperlukannya keterlibatan antar instansi (Retno Sunu Astuti, Hardi
Warsono, 2020).
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Dapatkan Semua
Informasi Layanan Dalam
Satu Tempat

Cari Tahu Informasi Pelayanan Pengurusan
Administrasi Kependudukan Mulai dari Surat
Pengantar dan Surat Keterangan Tanpa Harus

Datang Ke Kantor Kelurahan

Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi LAIKA

Kolaborasi dalam kegiatan pemberian layanan lebih sering dilakukan dan lebih
mudah dipertahankan daripada kolaborasi dalam kegiatan perencanaan perubahan
sistem atau kebijakan seperti proses kebijakan publik, karena terjadi negosiasi yang

cukup rumit dan dibutuhkan solusi yang kreatif(Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono,
2020).

JARI (Jaga Kendari)

JARI adalah sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari
yang diinisiasi oleh Inspektur Kota Kendari untuk mewujudkan layanan pemerintahan
yang bebas suap, pungli, dan gratifikasi.Karena aplikasi ini langsung digunakan oleh
masyarakat melalui dengan media gawai jadi pelayanan public dapat diperoleh dengan
mudah dan murah karena tanpa melewati perantara.Sudah saatnya pemerintah
mereformasi pelayanan publik dengan menggeser pola penyelenggaraan pelayanan
publik dari yang semula berorientasi pada penyelenggara dengan kekuasaan kepada
kebutuhan masyarakat umum yang berorientasi kepada kepuasaan pemberian
pelayanan.(Ahmad Soleh, Iwan Eka Putra, 2017)
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Gambar 2. Halaman Depan Aplikasi JARI

Menu dan fitur yang ada di aplikasi JARI antara lain;

Menu Disdukcapil; yang berisi in.formasi layanan administrasi yang pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Menu Kecamatan; terdapat dua fitur
yakni fitur “Layanan Yang Ingin Anda Ketahui” dan “Layanan Yang Anda Inginkan”.
Menu Kelurahan; juga terdiri dari dua fitur yang sama seperti Menu Kecamatan yakni “
Layanan Yang Ingin Anda Ketahui” dan “ Layanan Yang Anda Inginkan”.

Menu Update Data; layanan konsolidasi data NIK atau KK yang diberikan pada
warga yang mengalami kesulitan dalam penggunaan data kependudukan. Menu Berita;
berisi seputar pembangunan yang ada di Kota Kedari. Menu Publikasi; statistic data
layanan administrasi pada Disdukcapil. Menu Aduan; untuk menyampaikan atau
mengadu apabila menemui adanya suap, pungli, maupun gratifikasi, ataupun tidak
mendapat pelayanan yang maksimal. Menu Cek Blanko; mengecek langsung jumlah
blanko E-KTP dan KIA yang tersedia. Menu Kontak; mencari kontak yang penting seperti
kontak JARI Inspektorat, Disdukcapil Kecamatan dan Kelurahan. Menu Antrian
Disdukcapil; layanan untuk antri realtime yang bisa didapatkan tanpa mendatangi
kantor Disdukcapil. Menu Inspektorat; memuat profil secara lengkap seperti dasar
pembentukan dan nama pejabat Inspektorat, informasi alamat Kantor Inspektorat Kota
Kendari.

Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan
masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan(Meri Anita Puspita Sari, 2018).

COVID HEROES

Aplikasi ini diciptakan sejak pandemic Covid-19 mulai menjarah di Indonesia oleh
sejumlah pemuda Kendari. Kegunaan dari aplikasi ini adalah untuk memantau dari jarak
jauh masyarakat yang sedang karantina . aplikasi ini dihubungkan dengan gelang
barcode yang tertera pada orang yang berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) yang
akan dikenakan dalam jangka waktu 14 hari.

Penanggulangan bencana di daerah menyangkut penyelenggaraan secara
bersama seluruh elemen masyarakat untuk itu tata pemerintahan yang baik (good
governance) dalam mewujudkan budaya sadar bencana sebagai bagian dari
pembangunan memiliki tiga aspek penting: Sistem administrasi yang melibatkan
banyak pelaku (multistakeholders) dari unsur pemerintah dan non pemerintah karena
sumber legitimasinya selain berasal dari konstitusi dan regulasi juga berasal dari nilai-
nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dikembangkan untuk merespon masalah dan
kepentingan publik sebagai sebuah kolektifitas. Pola hubungan antar pelaku tidak harus
berupa struktur kelembagaan yang formal dan ketat, tapi bisa bersifat sangat longgar,
berupa mekanisme, prosedur dan jaringan(Faturahman, 2018)

Pemerintahan ®
- == © =
Kota Kendari e
Halo, Apa Kabar
_/-\_ coviD™ chindy elfiana

~—"' >  HEROES

Akun

Scan QR Code
ogin der " v

18




Gambar 3. Halaman Depan Cov-Heroes Gambar 4. Fitur Aplikasi Cov-Heroes

Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang kami lakukan, maka diambil kesimpulan yakni
Kendari sebagai Kota Inovasi melahirkan banyak inovasi yang mengambil konsep e-
Government sebagai usahanya dalam mewujudkan smart city. Perwujudannya adalah
dengan memberikan fasilitas yang dapat memudahkan setiap masyarakat mendapatkan
pelayanan publik yang maksimal dari pemerintah dan memaknai Collaborative
Governance dengan instansi internal maupun masyarakat sipil. Terobosan Pemerintah
Kota Kendari untuk membuat pelayanan publik berada di genggaman sangat banyak
manfaat yang dirasakan bagi masyarakat Kendari. Inovasi-inovasi yang dikeluarkan
pemerintah Kota Kendari diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain sehingga
terwujud Indonesia yang maju.
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